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Researcher
KATA PENGANTAR

Indonesia adalah Negara kaya sumber daya alam yang mengandalkan kekayaan
alam untuk meningkatkan pendapatan Negara. Eksploitasi untuk meningkatkan
pendapatan Negara ini dimulai sejak diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun
1967sampai dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan yang terakhir selain memberikan
kesempatan yang sama antara penanam modal asing dan dalam negeri juga mengatur
peralihan kewenangan pengurusan pengusahaan pertambangan kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan
kepada Pemerintah daerah untuk member Ijin Usaha Pertambangan setelah Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP) ditetapkan oleh Pemerintah dengan tanpa perencanaan
eksploitasi yang seharusnya ditetapkan sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) diharapkan dapat menjadi alat Pemerintah untuk merencanakan pengusahaan
mineral dan batubara sesuai dengan salah satu fungsi BUMN yaitu untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (3) jo ayat (5) Konstitusi mengatur bahwa kekayaan alam
Indonesia dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan melalui Undang-
Undang. Muhammad Hatta salah satu perumus Pasal 33 Konstitusi merumuskan arti
penguasaan Negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) bukan berarti dimiliki oleh
Negara melainkan Negara membuat pengaturan untuk mewujudkan tujuan Negara.
Oleh karena itu pada Negara melekat Hak Penguasaan terhadap kekayaan alam
Indonesia. Salah satu fungsi maksud dari penguasaan Negara adalah pengelolaan, yaitu
Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri kekayaan alam melalui BUMN.

BUMN melalui UU No. 11 Tahun 1967 mendapatkan prioritas untuk
melakukan pengusahaan bahan galian strategis dan vital melalui Kuasa Pertambangan.
Namun ketentuan peralihan UU No. 4 Tahun 2009 tidak mengatur penyesuaian
pengusahaan yang dilakukan melalui KP. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah
memberikan pernyataan untuk memberikan pengaturan khusus kepada BUMN melalui
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009. Sehubungan
dengan tidak adanya kebijakan mineral dan batubara nasional penelitian ini akan
meneliti apakah KP langsung beralih menjadi IUP sesuai dengan ketentuan UU No. 4
Tahun 2009 ?
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